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ABSTRAK : Bahwa kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu modal 

pembangunan nasional perlu dijaga dan dipelihara dalam rangka 

terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 serta sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika, daerah menyusun Peraturan Daerah mengenai 

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika dan prekursor narkotika, sedangkan Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Fasilitasi Pencegahan dan 

Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika sudah tidak sesuai lagi 

dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga 

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika. 

 

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); 

UU No. 2 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 18 Tahun 

1950; UU No. 5 Tahun 1997; UU No. 35 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 

2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 

2015; PP No. 25 Tahun 2011; PP No. 40 Tahun 2013; PP No. 40 Tahun 

2013; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah 

dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 12 

Tahun 2019. 

 

- Dalam Peraturan Daerah ini  diatur mengenai Tugas dan Wewenang, 

Fasilitasi Pencegahan, Antisipasi Dini, Fasilitasi Penanganan dan 

Pemberantasan, Rehabilitasi, Kerja Sama, Partisipasi Masyarakat, 

Penghargaan, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, serta Sanksi 

Administratif. 

 

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 

November 2022. 

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Fasilitasi Pencegahan dan 

Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Timur Nomor 64), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

- Penjelasan : 12 hlm. 

 


